Risalah RUPS LPT 2023
PT PLN Nusa Daya

RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT PLN NUSA DAYA

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

A. PENDAHULUAN
L; RUPS PT PLN Nusa Daya (“Perseroan”) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor
18 tanggal 15 Desember 2003 dibuat dihadapan Notaris H Haryanto , S.H. MBA yang telah
beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 33 tanggal 30 November
2023 dihadapan Notaris Novianti, S.H. M.Kn., maka RUPS diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal . Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 19.33 s.d 20.47 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lt.16 Gedung Utama PT PLN (Persero)

Jakarta, Indonesia (hybrid meeting)

Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023 (“LPT”)
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 serta
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan
Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan
selama Tahun Buku 2023;

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023;

Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan
Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Komisaris, serta
Bonus Karyawan Tahun Buku 2023; dan

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan
Keuangan Tahun Buku 2024.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat:
I Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
I1. Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan didirikan berdasarkan berdasarkan Akta
Notaris Nomor 18 tanggal 15 Desember 2003 dibuat dihadapan Notaris H Haryanto,
S.H. MBA yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta
Nomor 33 tanggal 30 November 2023 dihadapan Notaris Novianti, S.H., M.Kn.
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III.  Undangan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan
Tahun Buku 2023;

IV. Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor
0422.Sku/MNJ.01.02/F01000000/2024 tanggal 6 Juni 2024;

V.  Surat Kuasa YPK PLN Nomor SKU.014/YPK-PLN/V1/2024 tanggal 27 Juni 2024.

B. HADIR DALAM RUPS

1

Pemegang Saham
I. PT PLN (Persero)
e Direktur Perencanaan Korporat

dan Pengembangan Bisnis : Hartanto Wibowo
e Direktur Keuangan : Sinthya Roesly
e Direktur Manajemen Pembangkitan : Adi Lumakso

II. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN
e Ketua Umum Pengurus : Supriyadi

Dewan Komisaris

e Komisaris Utama : Agung Nugraha
Direksi

e Direktur Utama : Feby Joko Priharto

e Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha : Reny Wahyu Setiaswan
e Direktur Keuangan & Administrasi : Zulhendri

C. JALANNYA RUPS

1.
2.

(U]

Pembukaan oleh Komisaris Utama;

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris menyerahkan Pimpinan Rapat kepada
Pemegang Saham;

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis
sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat;

Pemaparan Direktur Utama dan Direksi Perseroan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan
dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023;

Tanggapan Dewan Komisaris Perseroan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023;

Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Tanggapan Dewan Komisaris
mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku
2023;

Pembacaan Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan
Tahunan Tahun Buku 2023;

Penandatanganan Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan
Tahunan Tahun Buku 2023 (dilakukan secara sirkuler);

Penutupan oleh Komisaris Utama.
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KEPUTUSAN RUPS

AGENDA PERTAMA:

1.

(U5 ]

RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan
selama Tahun Buku 2023 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan
Laporan Kepatuhan.

RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2023.

RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang memuat Laporan
Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimaksud
dalam laporannya No 00111/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.

RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan
tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.

Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum
terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari
terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

AGENDA KEDUA:

RUPS Memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba
Bersih Tahun Buku 2023.

AGENDA KETIGA :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun
Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus
bagi karyawan untuk Tahun Buku 2023.

AGENDA KEEMPAT

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan
Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan,
Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2024,

E. ARAHAN RUPS:

1. Arahan Umum:

a.

Perseroan agar secara Kkonsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance,
memastikan tidak terjadi conflict of interest dan selalu taat azas dalam pengelolaan perusahaan.

T



Risalah RUPS LPT 2023
PT PLN Nusa Daya

Perseroan diminta untuk melaksanakan improvement bisnis dan operasional secara substansial
berdasarkan capaian kinerja di 2023, integrated management system dan single-source of truth,
sehingga terjadi lompatan kinerja secara signifikan di tahun 2024 dan tahun 2025.

Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi IJP di PLN Holding untuk:

i.  Menyelesaikan ratifikasi Kebijakan Strategis Sistem Pengendalian Internal dan
menyempurnakan implementasi pengendalian internal atas kegiatan operasional,
keandalan pelaporan keuangan (ICOFR) dan kepatuhan.

ii.  Mempersiapkan pola pelatihan dan sertifikasi organ pengelola risiko yang telah expired.

Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi STI di PLN Holding untuk :

i.  Melakukan ratifikasi terhadap Kebijakan Strategis Teknologi dan Informasi PLN
Holding.

ii.  Mengimplementasikan single domain PLN dengan menerapkan autentikasi menggunakan
Single Sign On, penyeragaman alamat dan pengelolaan email, dan standarisasi domain
menggunakan hierarki domain pln.co.id.

Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi Komunikasi Korporat di PLN Holding untuk:

i.  Dapat membangun reputasi perusahaan melalui kegiatan komunikasi, pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Program TJSL berkelanjutan yang selaras
dengan strategi korporat.

ii.  Melakukan ratifikasi Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN
(Persero) No 0004.P/DIR/2024, dan menyusun peraturan pelaksanaannya masing —
masing baik untuk Bidang Komunikasi, Pengelolaan KIP, maupun Pengelolaan TJSL.

Perseroan agar berkoordinasi dengan Sub Direktorat (SDT) HKK di PLN Holding untuk :

i.  Memperhatikan prinsip dan melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam
Corporate Charter sesuai RASCI (Responsibility, Accountable, Supportive, Consulted,
and Informed) dan Pedoman Executive Board yang telah ditetapkan.

ii.  Perseroan agar menyusun kompilasi Anggaran Dasar Perusahaan berikut Akta-Akta
Perusahaan dan Tabulasi Batas Kewenangan sampai dengan level Cucu Perusahaan.
Adapun Kompilasi dan Batas Kewenangan tersebut agar disampaikan kepada PLN cq.
SDT HKK sebelum Triwulan [V Tahun 2024.

Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan di PLN Holding terkait beberapa hal
sebagai berikut :

i.  Perseroan agar menjalankan 13 (tiga belas) Program Kepatuhan dengan baik sebagai
bentuk komitmen dalam melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan
dilaporkan setiap triwulan.

ii.  Perseroan agar melakukan pengukuran implementasi SMAP dengan menggunakan fools
maturity level kepatuhan secara self assessment, mengimplementasikan SNI [SO
37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan melakukan pemetaan risiko fraud pada
seluruh proses bisnis berdasarkan aturan/regulasi/ketentuan dan aplikasi PLN Holding
sebagai bentuk penguatan implementasi SMAP.

Perseroan agar melaksanakan penilaian tingkat kesehatan Perseroan mulai Tahun Buku 2023 dan
seterusnya sesuai dengan yang ketentuan pada Surat Menteri BUMN No. S-775/MBU/10/2019
tanggal 17 Oktober 2019 perihal Persetujuan penggunaan Kontrak Manajemen Berbasis Kriteria
Penilaian Kinerja Unggul untuk penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) dan Permen

Ha
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PER-02/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan
Korporasi Signifikan BUMN.

i. Semua temuan, catatan dan saran Dewan Komisaris Perseroan, Auditor Internal maupun Auditor
Eksternal atas Laporan Keuangan, Laporan Kepatuhan (PSA 62 dan Internal Control
Management), Laporan Hasil Evaluasi Kinerja tahun 2023 agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh
Direksi dalam tahun 2024. Direksi Perseroan agar mengupayakan temuan yang sama dalam
bidang yang sama tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Hasil tindak lanjut oleh
Direksi tersebut agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

2. Aspek Bisnis Strategi

a. Perseroan agar melaksanakan Business Development sesuai dengan pedoman/mekanisme yang
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0019.P/DIR/2023 tentang
Kebijakan Strategis Perencanaan dan Strategis Korporasi di Lingkungan PT PLN (Persero) dan
Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor: 0020.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Tata
Kelola Pengembangan Bisnis Co-Investment di Lingkungan PT PLN (Persero), berikut
perubahannya .

b. Perseroan diminta mendukung strategi inisiatif moonshot melalui program pengembangan bisnis
PT PLN (Persero) yang melingkupi dimensi Beyond kWh, Beyond PLN-market, dan Beyond
Indonesia.

c. Perseroan diminta melakukan akselerasi Transformasi Digital sebagai internal business process
maupun dalam layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

d. Perseroan agar berkoordinasi dengan DIV MRS PLN terkait hal - hal sebagai berikut :

i. Menjaga dan memastikan risiko yang telah teridentifikasi untuk aksi korporasi maupun
proyek strategis yang dilaksanakan tetap berada pada risk appetite corporate dengan
menjalankan mitigasi - mitigasi yang sudah direncanakan sesuai timeline yang ditentukan
dan tetap berkoordinasi dengan Divisi Pembina dan Divisi Teknis PLN Holding.

ii. Menjalankan pengembangan model bisnis yang berbasis risiko sehingga dapat
mendukung pencapaian target bisnis inovatif PLN Group.

iii. Menjalankan kontrol atas optimasi biaya dan Early Warning System (Sistem Peringatan
Dini) atas parameter keuangan secara efektif sehingga mengurangi risiko dan
meningkatkan stabilitas serta kinerja keuangan.

e. Perseroan agar melakukan monitoring dan evaluasi atas aksi korporasi yang dilakukan
Perusahaan secara berkala bersama PLN dan menyampaikan laporan aksi korporasi tersebut
kepada Divisi Teknis PLN setiap akhir triwulan.

3. Aspek Keuangan:

a. Direksi agar menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan audited tahun buku 2024 tepat waktu,
oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris diharapkan mempersiapkan proses pelaporan dan
audited sedini mungkin, mengkoordinasikan pelaksanaan proses audit kepada Anak Perusahaan,
cucu, afiliasi yang terkonsolidasi serta melakukan komunikasi yang baik dengan instansi terkait
sehingga laporan tahunan, laporan manajemen, dan laporan-laporan auditor independen dapat
disampaikan tepat waktu.
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Direksi agar mengupayakan pencapaian target pada RKAP 2024 (termasuk di dalamnya Kontrak
Manajemen) secara maksimal serta memastikan inisiatif strategis moonshot yang tertuang dalam
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang terakhir disetujui Pemegang Saham dengan
tetap mengacu pada prinsip - prinsip Good Corporate Governance dan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan serta mempersiapkan langkah antisipasi atau contingency plan sehingga
target RKAP dan RJPP dimaksud dapat dicapai.

Perseroan agar selalu memperhatikan compliance ketentuan covenant perjanjian pinjaman PLN
dalam setiap aksi korporasi yang dilakukan.

. Perseroan yang menggunakan Shareholder Loan (SHL) sebagai sumber pendanaan agar

mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian SHL, termasuk penyampaian laporan SHL secara
berkala kepada Divisi Keuangan.
Perseroan agar mendukung pelaksanaan Notional Pooling diantaranya sebagai berikut:

i. Perseroan dan Afiliasinya agar mendukung pelaksanaan intercompany loan apabila
memiliki ketersediaan free cash flow untuk optimalisasi dalam Pengelolaan Likuiditas
PLN Group.

ii. Perseroan dan Afiliasinya untuk mendukung pelaksanaan Treasury Financing Facility
(TFF) yang bersumber dari peserta pada Notional Pooling PLN Group sehingga dapat
menjadi sumber pendapatan bagi peserta yang memiliki free cash flow.

Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi Teknis dan Divisi Pembina di PLN Holding untuk
melakukan penyusunan dan pelaporan pada laporan manajemen secara triwulanan dan laporan
bulanan yang menyajikan informasi profitabilitas Beyond kWh setidaknya memuat Pendapatan
dan Biaya terkait.

. Perseroan diminta melakukan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan Biaya

Administrasi Umum dan Pemeliharaan secara Korporat agar tidak melebihi pagu RKAP melalui
perbaikan proses bisnis dan digitalisasi serta mendukung pencapaian pendapatan dan
profitabilitas.

. Direksi Perseroan diminta untuk memperbaiki likuiditas melalui perbaikan proses bisnis dan

pemenuhan sumber daya sehingga dapat memperkecil periode penagihan.

Aspek SDM :

a.

Perseroan agar melakukan pengelolaan praktik bisnis yang berkelanjutan, menyeimbangkan dan
memperhatikan antara kepentingan dan kondisi perusahaan dengan kesejahteraan pegawai,
melalui pengendalian Biaya Kepegawaian agar tidak melampaui RKAP yang telah ditetapkan.
Perseroan agar meningkatkan Produktivitas antara lain melalui Rasio EBIT/Pegawai dan ROI HC
secara berkelanjutan, dengan target minimal lebih tinggi dibandingkan realisasi produktivitas
tahun sebelumnya untuk mendukung High Quality Growth.

Perseroan agar membangun budaya dan hubungan industrial yang harmonis, termasuk di
antaranya penyelarasan kebijakan human capital terkait pengembangan organisasi dan SDM,
regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, serta kebijakan yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero).
Perseroan diminta melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga alih daya karena
merupakan core competence sebagai garda depan dan langsung berhubungan dengan pelanggan.
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5. Aspek Operasional:

a.

Perseroan diminta melakukan upaya-upaya maksimal untuk memastikan keandalan penyediaan
layanan secara paripurna untuk mendukung agenda nasional sepanjang 2024-2025.

Perseroan diminta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja termasuk
pada tenaga alih daya, serta melakukan improvement substansial serta memastikan
implementasinya berjalan dengan optimal secara berkelanjutan dan melalui digitalisasi, untuk
memastikan tidak adanya kecelakaan kerja di periode mendatang.

Perseroan diminta meningkatkan kualitas proses bisnis dan sumber daya internal secara
berkelanjutan untuk dapat melampaui service level atas layanan Perseroan yang disepakati
bersama pelanggan melalui implementasi customer relationship management.

Perseroan diminta mengembangkan peluang bisnis electricity supply services untuk mendukung
aktivitas transportasi darat, laut, dan udara.

Perseroan diminta untuk melakukan penyelarasan ketentuan terkait alih daya dengan ketentuan
vang ada di PLN dengan tetap memperhatikan strategi bisnis dan kinerja keuangan Perseroan,
untuk itu Perseroan diminta untuk berkoordinasi dengan DIV HST PLN Pusat.

Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan
dan Pengendalian Internal yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan serta tanggapan
Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat ini.

Di samping hal tersebut di atas, Pemegang Saham juga memberi kuasa penuh dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan, untuk dimana perlu menyatakan satu dan lain semua Keputusan ini dalam Akta
Notaris dan melaksanakan tindakan-tindakan hukum lainnya sebagaimana mestinya.

Dewan Komisaris, e ; Direksi,
Agung Nugraha - ! 6 {v v' Feby Joko Priharto

Komisaris Utama Direktur Utama

Zulhendri
Direktur Keuangan dan
Administrasi

Reny Wahvu Setiaswan
Direktur Operasi dan
Pengembangan Usaha

¢
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PT PLN Nusa Daya
Pemegang Saham Perseroan
PT PLN (Persero) Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN
Hartanto Wibowo Suprivadi
Direktur Perencanaan Ketua Umum Pengurus
Korporat dan

Pengembangan Bisnis

Sinthva Roesly
Direktur Keuangan

Adi Lumakso
Direktur Manajemen
Pembangkitan
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RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PT PLN NUSA DAYA

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGESAHAN PERHITUNGAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2023

A.  PENDAHULUAN
1. RUPS PT PLN Nusa Daya (“Perseroan”) yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor
18 tanggal 15 Desember 2003 dibuat dihadapan Notaris H Haryanto , S.H. MBA yang telah
beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta Nomor 33 tanggal 30 November
2023 dihadapan Notaris Novianti, S.H. M.Kn., maka RUPS diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal . Jumat, 28 Juni 2024
Waktu : Pukul 19.33 5.d 20.47 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lt.16 Gedung Utama PT PLN (Persero)

Jakarta, Indonesia (hybrid meeting)

Acara : 1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan
Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023 (“LPT™)
termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023 serta
Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab
Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan
Pengurusan dan Pengawasan yang Telah Dijalankan
selama Tahun Buku 2023;

S

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2023;

Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2023 dan Penghasilan
Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Komisaris, serta
Bonus Karyawan Tahun Buku 2023; dan

(98]

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan
Keuangan Tahun Buku 2024,

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Rapat:

L.
II.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Anggaran Dasar Perseroan yang ditetapkan didirikan berdasarkan berdasarkan Akta
Notaris Nomor 18 tanggal 15 Desember 2003 dibuat dihadapan Notaris H Haryanto,
S.H. MBA yang telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan Akta
Nomor 33 tanggal 30 November 2023 dihadapan Notaris Novianti, S.H., M.Kn.
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III.  Undangan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan

Tahun Buku 2023;

IV.  Surat Kuasa Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor

0422.Sku/MNJ.01.02/F01000000/2024 tanggal 6 Juni 2024;

V.  Surat Kuasa YPK PLN Nomor SKU.014/YPK-PLN/VI1/2024 tanggal 27 Juni 2024.

HADIR DALAM RUPS

1

Pemegang Saham

I. PT PLN (Persero)
e Direktur Perencanaan Korporat

dan Pengembangan Bisnis : Hartanto Wibowo
e Direktur Keuangan : Sinthya Roesly
e Direktur Manajemen Pembangkitan : Adi Lumakso

II. Yayasan Pendidikan dan Kesejahteraan PLN

e Ketua Umum Pengurus : Supriyadi

2. Dewan Komisaris
e Komisaris Utama : Agung Nugraha

3. Direksi
e Direktur Utama : Feby Joko Priharto
e Direktur Operasi dan Pengembangan Usaha : Reny Wahyu Setiaswan
e Direktur Keuangan & Administrasi : Zulhendri

JALANNYA RUPS

1. Pembukaan oleh Komisaris Utama;

2. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Komisaris menyerahkan Pimpinan Rapat kepada
Pemegang Saham;

3. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyatakan bahwa dengan dipenuhinya persyaratan yuridis
sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, maka RUPS adalah sah dan berhak mengambil
keputusan yang mengikat;

4, Pemaparan Direktur Utama dan Direksi Perseroan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan
dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023;

5. Tanggapan Dewan Komisaris Perseroan mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan
Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku 2023;

6. Pembahasan oleh Pemegang Saham atas Laporan Direksi dan Tanggapan Dewan Komisaris
mengenai Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Tahun Buku
2023;

T Pembacaan Keputusan RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan
Tahunan Tahun Buku 2023;

8. Penandatanganan Risalah RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan
Tahunan Tahun Buku 2023 (dilakukan secara sirkuler);

9. Penutupan oleh Komisaris Utama.

#a
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KEPUTUSAN RUPS

AGENDA PERTAMA:

Ii

("]

RUPS menyetujui dan menerima Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan
selama Tahun Buku 2023 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan
Laporan Kepatuhan.

RUPS menyetujui dan menerima Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2023.

RUPS mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 yang memuat Laporan
Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Rintis, Jumadi, Rianto &
Rekan dengan pendapat “Wajar dalam semua hal yang material” sebagaimana dimaksud
dalam laporannya No 00111/2.1457/AU.1/02/1789-3/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.

RUPS memberikan pembebasan sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan
tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023, sepanjang
tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan.

Pengesahan dan Pembebasan tanggung jawab tersebut tidak melepaskan tanggung jawab hukum
terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata di kemudian hari
terbukti adanya tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.

AGENDA KEDUA:

RUPS Memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan penggunaan Laba
Bersih Tahun Buku 2023.

AGENDA KETIGA :

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Tantiem Tahun
Buku 2023 dan Penghasilan Tahun Buku 2024 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus
bagi karyawan untuk Tahun Buku 2023.

AGENDA KEEMPAT

RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas untuk menetapkan Penunjukan
Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan,
Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Kepatuhan untuk Tahun Buku 2024.

E. ARAHAN RUPS:

1. Arahan Umum:

a.

Perseroan agar secara Konsisten menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance,
memastikan tidak terjadi conflict of interest dan selalu taat azas dalam pengelolaan perusahaan.



Risalah RUPS LPT 2023
PT PLN Nusa Daya

b. Perseroan diminta untuk melaksanakan improvement bisnis dan operasional secara substansial
berdasarkan capaian kinerja di 2023, integrated management system dan single-source of truth,
sehingga terjadi lompatan kinerja secara signifikan di tahun 2024 dan tahun 2025.

¢. Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi 1JP di PLN Holding untuk:

i.  Menyelesaikan ratifikasi Kebijakan Strategis Sistem Pengendalian Internal dan
menyempurnakan implementasi pengendalian internal atas kegiatan operasional,
keandalan pelaporan keuangan (ICOFR) dan kepatuhan.

ii.  Mempersiapkan pola pelatihan dan sertifikasi organ pengelola risiko yang telah expired.

d. Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi STI di PLN Holding untuk :

i.  Melakukan ratifikasi terhadap Kebijakan Strategis Teknologi dan Informasi PLN
Holding.

ii.  Mengimplementasikan single domain PLN dengan menerapkan autentikasi menggunakan
Single Sign On, penyeragaman alamat dan pengelolaan email, dan standarisasi domain
menggunakan hierarki domain pln.co.id.

e. Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi Komunikasi Korporat di PLN Holding untuk:

i.  Dapat membangun reputasi perusahaan melalui kegiatan komunikasi, pengelolaan
Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Program TISL berkelanjutan yang selaras
dengan strategi korporat.

ii.  Melakukan ratifikasi Kebijakan Strategis Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN
(Persero) No 0004.P/DIR/2024, dan menyusun peraturan pelaksanaannya masing —
masing baik untuk Bidang Komunikasi, Pengelolaan KIP, maupun Pengelolaan TJSL.

f.  Perseroan agar berkoordinasi dengan Sub Direktorat (SDT) HKK di PLN Holding untuk :

i.  Memperhatikan prinsip dan melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam
Corporate Charter sesuai RASCI (Responsibility, Accountable, Supportive, Consulted,
and Informed) dan Pedoman Executive Board yang telah ditetapkan.

ii.  Perseroan agar menyusun kompilasi Anggaran Dasar Perusahaan berikut Akta-Akta
Perusahaan dan Tabulasi Batas Kewenangan sampai dengan level Cucu Perusahaan.
Adapun Kompilasi dan Batas Kewenangan tersebut agar disampaikan kepada PLN cq.
SDT HKK sebelum Triwulan IV Tahun 2024.

g. Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi Kepatuhan di PLN Holding terkait beberapa hal
sebagai berikut :

i.  Perseroan agar menjalankan 13 (tiga belas) Program Kepatuhan dengan baik sebagai
bentuk komitmen dalam melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan
dilaporkan setiap triwulan.

ii.  Perseroan agar melakukan pengukuran implementasi SMAP dengan menggunakan fools
maturity level Kepatuhan secara self assessment, mengimplementasikan SNI SO
37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan dan melakukan pemetaan risiko fraud pada
seluruh proses bisnis berdasarkan aturan/regulasi/ketentuan dan aplikasi PLN Holding
sebagai bentuk penguatan implementasi SMAP.

h. Perseroan agar melaksanakan penilaian tingkat kesehatan Perseroan mulai Tahun Buku 2023 dan
seterusnya sesuai dengan yang ketentuan pada Surat Menteri BUMN No. S-775/MBU/10/2019
tanggal 17 Oktober 2019 perihal Persetujuan penggunaan Kontrak Manajemen Berbasis Kriteria
Penilaian Kinerja Unggul untuk penilaian Tingkat Kesehatan PT PLN (Persero) dan Permen

(at
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PER-02/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan
Korporasi Signifikan BUMN.

i. Semua temuan, catatan dan saran Dewan Komisaris Perseroan, Auditor Internal maupun Auditor
Eksternal atas Laporan Keuangan, Laporan Kepatuhan (PSA 62 dan Internal Control
Management), Laporan Hasil Evaluasi Kinerja tahun 2023 agar ditindaklanjuti secara tuntas oleh
Direksi dalam tahun 2024. Direksi Perseroan agar mengupayakan temuan yang sama dalam
bidang yang sama tidak boleh terjadi lagi pada masa yang akan datang. Hasil tindak lanjut oleh
Direksi tersebut agar dilaporkan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham.

2. Aspek Bisnis Strategi

a. Perseroan agar melaksanakan Business Development sesuai dengan pedoman/mekanisme yang
sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0019.P/DIR/2023 tentang
Kebijakan Strategis Perencanaan dan Strategis Korporasi di Lingkungan PT PLN (Persero) dan
Peraturan Pelaksana PT PLN (Persero) Nomor: 0020.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Tata
Kelola Pengembangan Bisnis Co-Investment di Lingkungan PT PLN (Persero), berikut
perubahannya .

b. Perseroan diminta mendukung strategi inisiatif moonshot melalui program pengembangan bisnis
PT PLN (Persero) yang melingkupi dimensi Beyond kWh, Beyond PLN-market, dan Beyond
Indonesia.

c. Perseroan diminta melakukan akselerasi Transformasi Digital sebagai infernal business process
maupun dalam layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan.

d. Perseroan agar berkoordinasi dengan DIV MRS PLN terkait hal - hal sebagai berikut :

i. Menjaga dan memastikan risiko yang telah teridentifikasi untuk aksi korporasi maupun
proyek strategis yang dilaksanakan tetap berada pada risk appetite corporate dengan
menjalankan mitigasi - mitigasi yang sudah direncanakan sesuai timeline yang ditentukan
dan tetap berkoordinasi dengan Divisi Pembina dan Divisi Teknis PLN Holding.

ii. Menjalankan pengembangan model bisnis yang berbasis risiko sehingga dapat
mendukung pencapaian target bisnis inovatif PLN Group.

iii. Menjalankan kontrol atas optimasi biaya dan Early Warning System (Sistem Peringatan
Dini) atas parameter keuangan secara efektif sehingga mengurangi risiko dan
meningkatkan stabilitas serta kinerja keuangan.

e. Perseroan agar melakukan monitoring dan evaluasi atas aksi korporasi yang dilakukan
Perusahaan secara berkala bersama PLN dan menyampaikan laporan aksi korporasi tersebut
kepada Divisi Teknis PLN setiap akhir triwulan.

3. Aspek Keuangan:

a. Direksi agar menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan audifed tahun buku 2024 tepat waktu,
oleh karena itu Direksi dan Dewan Komisaris diharapkan mempersiapkan proses pelaporan dan
audited sedini mungkin, mengkoordinasikan pelaksanaan proses audit kepada Anak Perusahaan,
cucu, afiliasi yang terkonsolidasi serta melakukan komunikasi yang baik dengan instansi terkait
sehingga laporan tahunan, laporan manajemen, dan laporan-laporan auditor independen dapat

disampaikan tepat waktu.
o
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Direksi agar mengupayakan pencapaian target pada RKAP 2024 (termasuk di dalamnya Kontrak
Manajemen) secara maksimal serta memastikan inisiatif strategis moonshot yang tertuang dalam
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) yang terakhir disetujui Pemegang Saham dengan
tetap mengacu pada prinsip - prinsip Good Corporate Governance dan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan serta mempersiapkan langkah antisipasi atau contingency plan sehingga
target RKAP dan RJPP dimaksud dapat dicapai.

Perseroan agar selalu memperhatikan compliance ketentuan covenant perjanjian pinjaman PLN
dalam setiap aksi korporasi yang dilakukan.

. Perseroan yang menggunakan Shareholder Loan (SHL) sebagai sumber pendanaan agar

mematuhi seluruh ketentuan dalam perjanjian SHL, termasuk penyampaian laporan SHL secara
berkala kepada Divisi Keuangan.
Perseroan agar mendukung pelaksanaan Notional Pooling diantaranya sebagai berikut:

i. Perseroan dan Afiliasinya agar mendukung pelaksanaan intercompany loan apabila
memiliki ketersediaan free cash flow untuk optimalisasi dalam Pengelolaan Likuiditas
PLN Group.

ii. Perseroan dan Afiliasinya untuk mendukung pelaksanaan Treasury Financing Facility
(TFF) yang bersumber dari peserta pada Notional Pooling PLN Group sehingga dapat
menjadi sumber pendapatan bagi peserta yang memiliki fiee cash flow.

Perseroan agar berkoordinasi dengan Divisi Teknis dan Divisi Pembina di PLN Holding untuk
melakukan penyusunan dan pelaporan pada laporan manajemen secara triwulanan dan laporan
bulanan yang menyajikan informasi profitabilitas Beyond kWh setidaknya memuat Pendapatan
dan Biaya terkait.

Perseroan diminta melakukan langkah-langkah strategis dalam mengendalikan Biaya
Administrasi Umum dan Pemeliharaan secara Korporat agar tidak melebihi pagu RKAP melalui
perbaikan proses bisnis dan digitalisasi serta mendukung pencapaian pendapatan dan
profitabilitas.

. Direksi Perseroan diminta untuk memperbaiki likuiditas melalui perbaikan proses bisnis dan

pemenuhan sumber daya sehingga dapat memperkecil periode penagihan.

Aspek SDM :

a.

Perseroan agar melakukan pengelolaan praktik bisnis yang berkelanjutan, menyeimbangkan dan
memperhatikan antara kepentingan dan kondisi perusahaan dengan kesejahteraan pegawai,
melalui pengendalian Biaya Kepegawaian agar tidak melampaui RKAP yang telah ditetapkan.
Perseroan agar meningkatkan Produktivitas antara lain melalui Rasio EBIT/Pegawai dan ROI HC
secara berkelanjutan, dengan target minimal lebih tinggi dibandingkan realisasi produktivitas
tahun sebelumnya untuk mendukung High Quality Growth.

Perseroan agar membangun budaya dan hubungan industrial yang harmonis, termasuk di
antaranya penyelarasan kebijakan human capital terkait pengembangan organisasi dan SDM,
regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, serta kebijakan yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero).
Perseroan diminta melakukan peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga alih daya karena
merupakan core competence sebagai garda depan dan langsung berhubungan dengan pelanggan.
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5. Aspek Operasional:

a.

Perseroan diminta melakukan upaya-upaya maksimal untuk memastikan keandalan penyediaan
layanan secara paripurna untuk mendukung agenda nasional sepanjang 2024-2025.

Perseroan diminta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja termasuk
pada tenaga alih daya, serta melakukan improvement substansial serta memastikan
implementasinya berjalan dengan optimal secara berkelanjutan dan melalui digitalisasi, untuk
memastikan tidak adanya kecelakaan kerja di periode mendatang.

Perseroan diminta meningkatkan kualitas proses bisnis dan sumber daya internal secara
berkelanjutan untuk dapat melampaui service level atas layanan Perseroan yang disepakati
bersama pelanggan melalui implementasi customer relationship management.

. Perseroan diminta mengembangkan peluang bisnis electricity supply services untuk mendukung

aktivitas transportasi darat, laut, dan udara.

Perseroan diminta untuk melakukan penyelarasan ketentuan terkait alih daya dengan ketentuan
yang ada di PLN dengan tetap memperhatikan strategi bisnis dan kinerja keuangan Perseroan,
untuk itu Perseroan diminta untuk berkoordinasi dengan DIV HST PLN Pusat.

Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja, dan Laporan Kepatuhan Terhadap Perundang-undangan
dan Pengendalian Internal yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan serta tanggapan
Dewan Komisaris adalah bagian yang tidak terpisahkan dari risalah rapat ini.

Di samping hal tersebut di atas, Pemegang Saham juga memberi kuasa penuh dengan hak substitusi
kepada Direksi Perseroan, untuk dimana perlu menyatakan satu dan lain semua Keputusan ini dalam Akta
Notaris dan melaksanakan tindakan-tindakan hukum lainnya sebagaimana mestinya.

e

Dewan Komisaris, Direksi,

Agung Nugraha Feby Joko Priharto

Komisaris Utama Direktur Utama
Zulhendri

Direktur Keuangan dan
Administrasi

Reny Wahvyu Setiaswan
Direktur Operasi dan
Pengembangan Usaha
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Pemegang Saham Perseroan

PT PLN (Persero) Yayasan Pendidikan dan

Hartanto Wibowo
Direktur Perencanaan
Korporat dan
Pengembangan Bisnis

Suprivadi
Ketua Umum Pengurus

Sinthya Roesly
Direktur Keuangan

Adi Lumakso
Direktur Manajemen
Pembangkitan
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